3 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Sekretariat : JI. Taman Brotojoyo No. 2 Semarang
Telp. 081316665996
E-mail : set.semarangkota@bawaslu.go.id

Nomor 1716/PM.00.02/K.JT-33/10/2024 Semarang, 01 Oktober 2024
Sifat Penting
Lampiran -
Perihal Imbauan
Kepada Yth.
1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang ;

A Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
3. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Semarang

Di-

Tempat

A Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan
Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta



Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum  Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Dalam rangka pencegahan dan melaksanakan tugas pengawasan tahapan

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

Bawaslu Kota Semarang memandang perlu adanya sinergitas dan komitmen Peserta

Pemilihan Tahun 2024 di Kota Semarang dalam mematuhi ketentuan yang mengatur

pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024 sebagai berikut:

1

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan:
‘Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah
kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan
program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan
Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan,
dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.  menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubemur,
Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon
Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

C. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu
domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;

d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan
penggunaan  kekerasan kepada  perseorangan, kelompok
masyarakat dan/atau Partai Politik;

€. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk
mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

g.  merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h.  menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah
Daerah;

I menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;



J- melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau
dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k.  melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan

oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa larangan Kampanye di tempat Pendidikan sebagaimana tersebut

pada angka 2 huruf i tersebut diatas, dikecualikan bagi Perguruan Tinggi

yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dengan hadir
tanpa atribut Kampanye, dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi

dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak (vide Pasal 57 ayat (2)

dan ayat (3) PKPU 13/2024);

Bahwa ketentuan Pasal 70 UU Pemilihan menyebutkan:

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

C. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau
sebutan lain/ perangkat kelurahan.

(2) Gubemnur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut
dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Gubernur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan
Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama,
selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

(4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil
Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden,
dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.

(5) Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib
diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubemur kepada KPU
Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU

Pemilihan juga menyebutkan larangan berupa:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota
TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau

merugikan salah satu pasangan calon.



(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)
bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan
akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota
atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program dan
kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6
(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai
dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3) berlaku juga untuk penjabat Gubemnur atau Penjabat
Bupati/Walikota.

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan pada angka 5 di

atas, Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang dilarang untuk

menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah
sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan
calon terpilih. Hal ini termasuk larangan penggunaan dana hibah,
bantuan sosial (bansos), atau sebutan lain yang menjadi program
pemerintah maupun pemerintah daerah untuk digunakandalam
kampanye Pemilihan.

Bahwa terhadap larangan sebagaimana disebutkan pada angka 5 dan

angka 6 di atas, terdapat sanksi yang akan diberikan kepada Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang, baik selaku Petahana

maupun bukan petahana. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5)

dan ayat (6) UU Pemilihan, yang menyebutkan:

(a) Dalam hal Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana
tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi
atau KPU Kabupaten/Kota.

(b) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)
yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



Demikian imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan
Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yang

adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Sebagai Laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Semarang;

Arsip




